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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada skripsi, maka penulis 

memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika  

oleh anggota TNI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang 

Nomor 37-K/PM I-03/AU/V/2022) telah didakwakan oleh Oditur 

Militer dengan dakwaan Tunggal sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pelaku dinyatakan terbukti bersalah melakukan 

tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri 

sebagaimana hakim memutuskan sesuai tuntutan Oditur Militer dengan 

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Pokok berupa 

Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama 

waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari 

pidana yang dijatuhkan serta pidana Tambahan : Dipecat dari dinas 

Militer yang melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  

2. Pertimbangan haakim dalam memutuskan perkara pada Putusan 

Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 37-K/PM I-03/AU/V/2022 telah 

sesuai dengan fakta-fakta hukum yang mempertimbangkan dakwaan 

Tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-
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Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

yang berdasarkan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yang 

pembuktian terdapat dalam pasal 184 KUHAP berdasarkan dakwaan, 

tutuntan, Alat Bukti berupa keterangan saksi, surat-surat, keterangan 

terdakwa, dan pasal-pasal peraturan hukum pidana yang dilanggar, 

pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yang ditemukan fakta-

fakta hukum serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 

meringankan terdakwa. 

 

B.  Saran 

Berdasarkan uraian diatas, maaka penulis dapat memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Sebagai negara yang melarang ketat penggunaan narkotika maka 

pemerintah negara Indonesia lebih menjaga izin pengedaran narkotika 

sekaligus negara-negara wajib untuk mengatur penggunaan dan 

kepemilikan narkotika sebagai tindakan pencegahan untuk 

penyalahgunaan narkotika tersebut. 

2. Pihak kepolisian atau aparat penegak hukum memberikan hukuman atau 

sanksi yang tegas kepada pelaku yang melakukan penyalahgunaan 

narkotika dan memberikan efek jera tidak mengulangi perbuatan 

tersebut, 
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3. Bagi Masyarakat Indonesia harus bisa selektif  dan berhati-hati untuk 

tidak menggunakan narkotika, hal ini dikarenakan narkoba memberikan 

dampak negatif bagi fisik dan Kesehatan. 
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